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ABSTRAK 
Nama  : Ahmad Arif 
NIM  : 10500113064 
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi 
Pengguna Narkotika di Kota Makassar 
 
Tindak pidana narkotika semakin marak terjadi dan telah menjangkit semua 
kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa, kebanyakan dari mereka adalah 
korban penyalahgunaan narkotika sehingga perlu di lakukan rehabilitasi terhadap 
mereka, pokok masalah penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap 
Penetapan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar, yaitu : 1) 
Bagaimana upaya Penyidik Kepolisian dalam penetapan Rehabilitasi bagi 
pengguna Narkotika ? 2) Apa saja hambatan Penyidik Kepolisian dalam 
menetapkan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika? 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian  pustaka (library research) 
dan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang digunakan untuk 
memperjelas kesesuaian antara teori dengan data sekunder dan praktik dengan 
data primer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pecandu narkotika yang melporkan 
diri secara sukarela, akan diarahkan ke IPWL untuk dilakukan asesmen guna 
menentukan dapat atau tidaknya direhabilitasi. Sementara itu untuk pengguna 
narkotika yang tertangkap dengan barang bukti atau batasan pemakaian maksimal 
yang telah ditentukan juga akan diajukan tes asesmen terpadu untuk dapat 
direhabilitasi. 2). Hambatan penyidik kepolisian dalam menetapkan rehabilitasi 
bagi pengguna narkotika yaitu kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna 
narkotika yeng telah cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk 
diarahkan ke IPWL atau dilaporkan oleh keluarga apabila pengguna narkotika 
belum cukup umur, takutnya para orang tua atau keluarga pengguna narkotika 
akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anak atau anggota keluarganya 
adalah pengguna narkotika sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri, masih 
banyaknya masyarakat yang tidak menegtahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna 
narkotika ini sermua biayanya ditanggung oleh pemerintah/gratis, dan batas waktu 
penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah pengguna narkotika 
akan diajukan untuk tes asesmen sehingga kurang memperhatikan ilmu 
kedokteran forensik dan kriminalistik yang dapat secara akurat membuktikan ada 
atau tidaknya kandungan zat-zat berbahaya pada pelaku tindak pidana narkotika, 
sehingga setelah 1x24 jam tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan 
barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti, 
karena yang diberlakukan adalah asas praduga tak bersalah sebagai upaya untuk 
menjamin hak asasi manusia. 
Implikasi penelitian menunjukkan bahwa 1). Perlu sosialisasi Peraturan 
Bersama kepada masyarakat agar pengguna narkotika secara sukarela melaporkan 
dirinya ke IPWL. 2). Terkait batas waktu penangkapan terhadap tindak pidana 
narkotika perlu dilakukan perubahan agar dapat didapatkan data yang akurat 
xi 
 
sebelum menempatkan pengguna narkotika yang tertangkap tangan di Lembaga 
rehabilitasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
seutuhnya yang adil, sejahtera, dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya narkotika digunakan untuk 
kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan 
kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan 
untuk hal-hal negatif. Di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya 
dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika 
terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran 
pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat 
bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat1 
sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat Karena saat ini 
pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran 
narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. 
Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat 
laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang 
                                                            
1 Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan 
Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), h.2 
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pada mulanya awam terhadap barang haram ini berubah menjadi sosok pecandu 
yang sukar dilepaskan ketergantungannya. 
Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan 
atau dependensi yang disebut juga kecanduan, tingkatan penyalahgunaan biasanya 
sebagai berikut: coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat tertentru, 
penyalahgunaan, dan ketergantungan.2 
Pecandu pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana 
narkotika yang melanggar peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan masalah 
penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana 
yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan sebagai pelaku. 
Hal yang menarik dalam Undang-Undang narkotika adalah kewenangan 
hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu 
narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi3. Secara tersirat kewenangan ini, 
mengakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga 
sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut pandang Viktimologi 
(“victim”=korban dan “logis/logos”=ilmu pengetahuan) kerap disebut dengan self 
victimization  atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberaratkan 
pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan 
tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika 
sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi 
sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut. 
                                                            
2 Hendra Akhdhiat, Psikologi hukum (Bandung: CV Pustaka setia, 2011), h. 54 
3 Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan 
Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), h. 249 
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Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang Narkotika adalah UU 
No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Setelah undang-undang narkotika berjalan 
hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan 
sebuah surat edaran (SEMA RI no.7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan 
negeri dan pengidilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu 
narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah denagan dikeluarkannya 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan 
penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam 
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dan 
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2009. 
Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan suatu langkah 
maju didalam membangun penghentian kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap 
pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan penilaian terhadap 
sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang 
sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana.4 
Undang-Undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah 
diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika sendiri diatur di Pasal 54 
UU No.35 Tahun 2009 yakni: 
“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan sosial.”5 
 
                                                            
4 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987) 
h. 175 
5 Lihat Pasal 54 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika 
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Selain Pasal 54 UU  No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No.4 
Tahun 2010, Pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengeluarkan Peraturan 
Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
RI, Menteri Kesehatan RI, Mentei Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian 
RI, dan Kepala BNN RI. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. :11 
Tahun 2014, No. : PERBER /01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu 
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 
Reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang narkotika di Indonesia 
tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi 
yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang 
menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman 
tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk penyalahgunaan narkotika dan 
psikotoprika dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah 
panjang dan jelas alur-alur langkahnya.6 Reformasi hukum pidana tersebut, 
khususnya ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna 
narkotika merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang 
menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang 
bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut 
karena tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam bermasyarakat secara 
damai dan adil.7 
Sampai saat ini, masalah penyalahgunaan narkotika pada remaja di 
Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi kelurga khususnya 
                                                            
6 O.C Kaligis, Narkoba dan peradilan di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006) h. 27 
7 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persaa, 2012) h.21 
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bagi suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkotika sangatlah buruk, baik dari 
segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Para 
remaja korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh 
karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat 
rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi 
para pengguna narkotika. 
Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan 
untuk membebaskan pecandu dari ketegantungan, dan masa menjalani rehabilitasi 
tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.8 Rehabilitasi terhadap 
pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindunagan sosial yang 
mengintegrasikan pacandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi 
menyalahgunakan narkotika. 
Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi 
keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, orang tua di rumah, bapak 
dan ibu guru di sekolah, dan tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum.9 
Dalam Al-Qur’an maupun sunnah tidak pernah disebutkan haramnya 
narkotika dan minuman keras lainnya selain khamr. Akan tetapi, jumhur ulama 
                                                            
8 Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
9 Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap 
penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 273 
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menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskannya dengan khamr yang di 
tetapkan keharamannya. 10  
Hal terseburt berdasarkan Ayat Q.S Al-Maidah 5: 90: 
 ُمَﻻْزَْﻷاَو ُبﺎَﺼَْﻧْﻷاَو ُﺮِﺴْﯿَﻤْﻟاَو ُﺮْﻤَﺨْﻟا ﺎَﻤﱠِﻧإ اُﻮﻨََﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ
 َﻤَﻋ ْﻦِﻣ ٌﺲْﺟِر َنﻮُِﺤﻠُْﻔﺗ ْﻢُﻜﱠﻠََﻌﻟ هُﻮﺒَِﻨﺘْﺟَﺎﻓ ِنﺎَﻄْﯿ ﱠﺸﻟا ِﻞ  
Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, 
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.”(Q.S Al-Maidah 5:90) 
 
 
Dari ayat diatas menyatakan larangan untuk meminum khamar, Karena 
meminum khamar termasuk perbuatan keji. Begitu pula dalam hadits Nabi riwayat 
Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda:11 
 
 
 ٌماَﺮَﺣ ٍﺮْﻤَﺧ ﱡﻞُﻛَو ، ٌﺮْﻤَﺧ ٍﺮِﻜْﺴُﻣ ﱡﻞُﻛ 
 
Terjemahannya: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr 
adalah haram.” (HR. Muslim) 
Pada hadits ini Nabi menyamakan kedudukan hukum setiap minuman keras 
sebagai haram, tidak terbatas pada yang terbuat dari anggur, kurma, tin, madu dan 
                                                            
10Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap 
penanggulangan penyalahgunaan narkoba, h. 197 
11Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap 
penanggulangan penyalahgunaan narkoba, h.199 
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lain-lainnya. Begitu pula narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) pada 
prinsipnya adalah zat yang apabila diginakan maka akan memeberi pengaruh 
negative yang amat besar bagi jasmani maupun rohani pemakainya. Dari 
Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa zat narkotika yang apabila dikomsumsi 
dapat mengakibatkan kemabukan  dapat dikategorikan sebagai haram. 
Untuk itulah berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis 
proposal penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan 
Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar 
B. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitian mengenai hukum acara 
rehabilitasi bagi pengguna narkotika di kota Makassar yang dilaksanakan di 
Polrestabes Makassar. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang dari permasalahan yang dikemukakan diatas 
maka dapat .dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya penyidik kepolisian dalam penetapan Rehabilitasi bagi 
pengguna Narkotika? 
2. Apa saja Hambatan Penyidik Kepolisian dalam menetapkan Rehabilitasi bagi 
pengguna Narkotika ? 
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D. Kajian Pustaka 
Untuk judul skripsi Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi 
Pengguna Narkotika di Kota Makassar dari hasil penelusuran yang telah 
dilakukan maka ditemukan ada beberapa literatur yang berkaitan dengan judul 
skripsi ini diantaranya: 
1. Buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang narkotika yang di tulis oleh AR. Sujono dkk, buku ini memuat ide 
pemikiran para pakar dan peraturan lainnya. Dimulai dengan pengetahuan 
dasar narkotika, dibahas pasal perpasal dan ayat perayatnya. Buku ini juga 
bermanfaat bagi praktek penanganan kasus narkotika/prekursor narkotika 
mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan. 
2. Buku Tindak Pidana Narkotika yang ditulis oleh Moh. Taufik Makaro dkk , 
menjelaskan tentang kejahatan/ tindak pidana narkotika, jenis dan golongan 
serta peraturan perundang-undangannya, yang dilengkapi dengan contoh kasus 
3. Buku Penegakan hukum Psikotoprika dalam kajian sosiologi hukum yang 
ditulis oleh Siswanto Sunarso, buku ini menjelaskan upaya penegakan hukum 
peredaran gelap psikototoprika dan berbagai kendalanya, Perekembangan 
psikotoprika di Indonesia, asas-asas hukum psikotoprika, serta peran 
masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap psikotoprika. 
 
 
9 
 
4. Buku Pelajaran Hukum Pidana  yang ditulis oleh Adami Chazawi , buku ini 
menjelaskan secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan 
memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan 
dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu kebutuhan dengan 
kebutuhan lainnya tidak hanya berlainan, tetapi kadang sering bertentangan. 
Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan 
kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi  kebutuhan tersebut, 
dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu  berupa batasan-batasan 
berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-
wenang  dalam upaya mencapai dan memenuhi  kepentinganga itu. Dalam 
upaya memberikan rambu-rambu tersebut, hukum pidanamemberikan bahasan 
yang sangat luas dan cakupan dari banyak segi. Hal ini kadang memberikan 
kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang daat mencakup seluruh 
aspek pengertian hukum pidana yang sangat luas itu, kerena dalam 
memberikan batasan tentang hukum pidana , biasanya hanya melihat dari satu 
atau beberapa sisi saja sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum 
pidana yang tidak masuk dan berada diluarnya. Namun demikian pemberian 
batasan tersebut tetap berguna karena setidaknya dapat memberikan gambaran 
awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan 
mendalam. 
5. Buku Hukum Panitensier Indonesia  yang ditulis oleh Lamintang, buku ini 
menjelaskan bahwa pidana merupakan bukan suatu tujuan dan tidak mungkin 
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dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia 
jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis 
negeri belanda, karena mereka seringkali menyebut tentang tujuan dari 
pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, sehingga ada beberapa 
penulis ditanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis 
belanda itu. Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan doel der straf 
dengan tujan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan doel der 
straf sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan. Sementara pemidanaan itu 
sendiri dapat diartikan sebagai penetapan hukum untuk suatu peristiwa. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah: 
1.Untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian dalam penetapan rehabilitasi 
bagi pengguna narkotika 
2.Untuk mengetahui hambatan penyidik kepolisian dalam menetapkan 
rehabilitasi bagi pengguna narkotika 
Kegunaan Penelitian ini adalah: 
a. Lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu hukum sebagai bahan 
pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu hukum, 
khususnya bagi hukum pidana. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana terhadap 
pelaku penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan dalam pemberian 
rehabilitasi 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara 
kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-
undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.1Sedangkan 
Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 
nestapa yang sengaja ditimpakan Negara para pembuat delik itu.2 Dalam 
pengertian yang lengkap dinyatakan Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana 
materil berisikan peraturan – peraturan tentang berikut ini: 
a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare Feiten) 
misalnya: 
1. Mengambil barang milik orang lain; 
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 
b. Siapa – siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur 
pertanggung jawaban terhadap Hukum Pidana. 
                                                            
1Rahman Syamsuddin & Ismail Aris.Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 191 
2Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: PT 
Refika Aditama, 2006), h.6 
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c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang atau juga disebut 
Hukum Penetentiar.3 
Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap Hukum 
Pidana misalnya Moeljatno, dapat dikemukakan disini bahwa Hukum Pidana 
adalah sebagai berikut: 
a. Memenuhi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan Pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.4 
Sedangkan pemidanaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan 
hanya menyangkut dari segi Hukum Pidana saja akan tetapi dari segi Hukum 
Perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika 
membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah 
penghukuman dalam arti Pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan 
atau pemberian pidana tidak hanya menyangkut pemberian pidana saja tetapi 
undang – undang yang telah ada sebelumnya. 
                                                            
3 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6-7 
4 Bambang Waluyo,Pidana dan Pemidanaan. h.7 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia).5 Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. 
Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu 
sendiri. 
Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. 
Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai 
perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum 
yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.6 
Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi 
menjadi dua. Pertama,  unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk 
kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.7 Hal ini 
digambarkan pada pasal 164 ayat 1 KUHP (1) Barang siapa memaksa masuk ke 
dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan 
me-lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan 
yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 
                                                            
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 64. 
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,  h. 69. 
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 68. 
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Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari si 
pelaku. Yaitu tidak dizinkan atau dalam istilah di atas “dan atas permintaan yang 
berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau 
melawan hukum yang objektif. Kedua, unsur melawan hukum yang subjektif 
yaitu yang kesalahan atau peanggarannya terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti 
rumusan pencurian yang mencantumkan maksud pengambilan untuk memiliki 
barang secara melawan hukum. 
Menurut Mahrus Ali ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang 
melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. 
Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang 
berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. 
Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum 
baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya hal-
hal atau keadaan tertantu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang 
dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal 
yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang 
ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan 
pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi 
pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.8 
Lebih jelasnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-
undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau 
                                                            
8 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 100 
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perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-
unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:9 
A. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind 
is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman, kalau tidak 
ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or 
schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri 
atas tiga yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis) 
 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni: 
1. Tak berhati-hati; 
2. Dapat menduga akibat itu. 
B. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
                                                            
9 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2014), h. 194-195 
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a. Perbuatan manusia, berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, 
badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
c. Keadaan-keadaan (circumtances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d. Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan 
itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah melakukan sesuatu. 
Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan 
unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri 
manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (omstandigheid). 
Selanjutnya Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari 
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perbuatan yakni kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (schuld).10 
Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur 
subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: 
“Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedang 
yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:11 
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 
lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau woorbedachteraad seperti misalnya yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
                                                            
10 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2014), h. 195 
11 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, h. 196 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
1. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk; 
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri 
dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris menyimpulkan bahwa seluruh unsur 
delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur 
yang paling urgen untuk perbuatan pidana (ditilik dari sudut objektif) menurut 
Apeldoorn adalah sifat melawan hukumnya.Jika tidak terbukti maka tak ada 
perbuatan pidana sehingga menyebabkan terdakwa harus dibebaskan. Selanjutnya 
menurut Rahman Syamsuddin pendapat dari Satochid dan Lamintang tentang 
unsur-unsur delik di atas, maka pendapat Satochid yang memasukkan 
toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini Karena 
tidak semua toerekeningsvatbaarheid bersumber dari diri pelaku, namun antara 
lain dapat bersumber dari overmacht dan ambttelijkbevel (pelaksana perintah 
jabatan). Sedang pendapat Lamintang, yang menjelaskan bahwa unsur subjektif 
adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang 
tersebut pada butir 2, 3, dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya menurut Rahman 
Syamsuddin termasuk “kesengajaan” pula.12 
                                                            
12 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2014), h. 196-197 
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3. Jenis – jenis Pidana 
Jenis – jenis pidana dalam konsep rencangan KUHP  Nasional diatur di 
dalam Pasal 62 ayat (1) yang terdiri dari: 
a. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk 
menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka 
yang telah melanggar peraturan tersebut.13 
b. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah 
dimasukkan ke dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana tanggal 31 oktober 
1946 nomor 20.14 
c. Pidana Pengawasan 
Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak 
diatur dalam KUHP (WvS). Penjatuhan pidana pengawasan tidak sembarang 
dapat dilakukan, namun harus memenuhi persyaratan tertentu. 
                                                            
13P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia.(Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012). h.54 
14P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. h.131 
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Adapun hal – hal yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah 
sebagai berikut (rancangan KUHP). 
1. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. 
2. Dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan 
perbuatannya. 
3. Pengawasan dilakukan oleh pejabat Pembina dari departemen kehakiman yang 
dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga social, atau orang 
lain. 
4. Pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk 
memperpanjang pengawasan apabila terpidana melanggar hukum. Namun 
apabila selama pengawasan terpidana berkelakuan baik dapat diperpendek 
masa pengawasannya. Selain itu, hakim pengawas dapat mengubah penetapan 
jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak. 
5. Apabila terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak 
pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara 
maka pidana pengawasan berjalan terus. 
6. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara maka pengawasan ditunda dan 
dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.15 
 
 
                                                            
15 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. h. 19 
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d. Pidana Denda 
Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah 
denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok – 
pokok Pidana denda sesuai rencangan KUHP dimaksud adalah sebagai berikut. 
1. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit 
seribu lima ratus rupiah  
2. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: 
a. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah; 
b. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; 
c. Kategori III, tiga juta rupiah; 
d. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah; 
e. Kategori V, tiga puluh juta rupiah; 
f. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah. 
3. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi 
berikutnya. 
4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan: 
a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun 
adalah denda katagori V; 
b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 
dua puluh tahun adalah denda kategori VI; 
c. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.16 
                                                            
16 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. h. 20 
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e. Pidana kerja sosial 
jenis pidana kerja social sebelumnya juga tidak diatur dalam KUHP 
(WvS). Dalam penjatuhan pidana selain dipenuhi syaratnya, juga perlu 
pertimbangan dan syarat – syarat tertentu, misalnya pidana relative pendek atau 
dendanya ringan. 
Garis besar yang perlu dicermati sehubungan pidana kerja sosial adalah 
sebagai berikut (Rancangan KUHP). 
1. Apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau 
pidana denda yang tidak lebih dari denda kategori maka pidana penjara atau 
pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. 
2. Hal – hal yang harus dipertimbangkan: 
a. Pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
b. Usia yang layak kerja terpidana menurut peraturan perundang – undangan 
yang berlaku; 
c. Persetujuan terpidana sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal 
yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; 
d. Riwayat sosial terpidana; 
e. Perlindungan keselamatan kerja terpidana. 
3. Pidana kerja social tidak boleh dikomersilkan dan bertentangan dengan 
keyakinan agama dan politik terpidana. 
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4. Jika pidana kerja sosial sebagai pengganti denda maka sebelumnya harus ada 
permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut. 
Pidana kerja sosial paling singkat tujuh jam. 
5. Waktu pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: 
a. 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun ke atas; 
b. 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun. 
6. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan dengan 
tetap diperhatikan: 
a. Kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau 
kegiatan lain yang bermanfaat. 
b. Apabila terpidana gagal memenuhi seluruh atau sebagaian kewajiban untuk 
menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan wajar maka terpidana dapat 
diperintahkan. 
c. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja social tersebut. 
d. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara diganti dengan pidana kerja 
social tersebut, atau 
e. Membayar seluruh atau sebagian pidana dengan yang tidak dibayar yang 
diganti dengan pidana kerja sosial tersebut atau menjalani pidana penjara 
sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.17 
 Sedangkan pidana tambahan dimuat dalam Pasal 64 ayat (1). Pidana 
tambahan adalah: 
a. Pencabutan hak – hak tertentu; 
                                                            
17Bambang Waluyo,Pidana dan Pemidanaan. h. 20 - 21 
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b. Perampasan barang – barang tertentu dan/atau tagihan; 
c. Pengumuman putusan Hakim; 
d. Pembayaran ganti kerugian; dan 
e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang 
hidup.18 
Sedangkan Pidana Mati menurut konsep rancangan KUHP Nasional 
dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus. Serta 
diancamkan dan dijatuhkan semata – mata untuk mencegah dilakukanya tindak 
pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat 
(Pasal 63 jo. Pasal 84) 
4. Teori – teori pemidanaan 
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam perundang – 
undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan teori yang 
mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan 
dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya oleh 
pembuat (preveni khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin (potential 
offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum). 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun 
yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitusebagai 
berikut:19 
                                                            
18  Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. h. 53 
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet ke-7. 2012. (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada). h. 157 – 161 
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorlen)  
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari 
penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak 
menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan 
perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) 
yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal 
dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu: 
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam; 
3. Dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar 
kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel theorien) 
Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.Tujuan 
pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu 
diperlukan pidana. 
Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga 
macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat menakut – nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
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Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu: 
1. Pencegahan umum (general preventive), dan 
2. Pencegahan khusus (special preventive) 
Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat 
menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori 
pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar 
orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Sedangkan teori 
pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan 
umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang 
telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah 
agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam 
bentuk perbuatanya nyata.20 
c. Teori Gabungan (vernegings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain, dua alas an itu menjadi dasar 
dari penjatuhan pidana. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van Hamel, dan Van 
List dengan pandangan sebagai berikut: 
a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat; 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan 
memperhatikan hal studi antropologis dan sosiologis; 
                                                            
20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. h. 161 – 165  
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c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah 
untuk memberantas kejahatan. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu 
sebagai berikut:21 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya 
dipertahankannya tata tertib masyarakat; 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan 
yang dilakukan terpidana. 
a. Teori Gabungan yang pertama  
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini 
didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah 
pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib 
hukum hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari 
kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila 
bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. 
b. Teori Gabungan yang kedua 
Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar 
sekundernya adalah pencegahan khusus.22 Pidana terutama ditujukan pada 
pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. 
Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum 
                                                            
21 Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1. h. 166 
22 Adami Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana 1. h. 167 
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itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-
nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdaya penjahat. 
Menurut Vos yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana 
tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman 
pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. 
Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan 
efektivitasnya untuk menakut-nakuti.23 
Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang 
bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa 
kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, 
tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. 
B. Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang pengunaannya 
ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan 
berkembang pesatnya industri obat-obatan sekarang ini, maka kategori zat-zat 
narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran 
Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika 
berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan 
                                                            
23 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. h. 168 
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diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa 
menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang 
panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna 
bisa disembuhkan.24 
Sementara permasalahan penyalahgunaan psikotoprika berdasarkan 
konvensi internasional ialah memberikan dampak kepada permaslahan kesehatan 
dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya.25 
Sudarto mengatakan bahwa: Kata Narkotika berasal dari perkataan yunani 
“Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.26 
Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical staff mengemukakan bahwa: 
“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak 
sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah 
termasuk candi, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, 
methadone).”27 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan 
penurunan dan perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini mengurangi 
                                                            
24 Moh Taufik makaro, suhasri, dan moh zakky A.S, Tindak pidana narkotika (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2005) h. 17 
25 Siswanto sunarso,,  Penegakan hukum Psikotoprika dalam kajian sosiologi hukum 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.53 
26Moh Taufik makaro, suhasri, dan moh zakky A.S, Tindak pidana narkotika (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2005) h. 17 
27Moh Taufik makaro, suhasri, dan moh zakky A.S, Tindak pidana narkotika, h. 18 
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sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan28. 
Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang 
menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, 
pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat 
dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan para 
pengguna terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun 
tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya 
penyalahgunaan narkotika, sedangkan bahaya yang diakibatkan bila menggunakan 
narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan 
obat(ketagihan). 
Menurut UU No.35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, 
Pengertian narkotika adalah : 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
undang-undang.”29 
2. Penggolongan Narkotika 
Narkotika memiliki daya adikasi atau ketagihan yang sangat berat, 
narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) 
yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika ini yang menyebabkan pemakai 
                                                            
28 Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotoprika, dan Gangguan jiwa 
(Yogyakarta: Nuha medika, 2013) h. 2 
29 Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan 
Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), h. 5 
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narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya. Berdasarkan Undang-Undang 
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika di bagi ke dalam 3 
(tiga) kelompok, yaitu Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap 
golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:30 
Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, 
kokain, ganja. 
Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai 
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh : morfin, petidin. 
Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein. 
3. Jenis-Jenis Narkotika 
Narkotika juga dibedakan berdasarkan cara pembuatannya yang terbagi 
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika 
sintesis :31 
                                                            
30Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
31 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya, (Jakarta : Esensi, 
2010) h.12 
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1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari 
tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, kokain, opium dan 
sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara 
dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum 
disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini 
dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi. 
2. Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil 
zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: 
morfin, kodein, heroin, kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini 
merupakan narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses 
kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya 
narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun 
ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya. 
3. Narkotika Sintesis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan 
narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan 
untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita 
ketergantungan narkotika (subtitusi). Contohnya: 
• Petidin yang digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan 
sebagainya 
• Methadom yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika 
• Naltrexon yang digunakan dalam penyembuhan pecandu narkotika. 
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Selain untukpembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter 
kepada penyalahguna narkotika umtuk menghentikan kebiasaannya yang 
tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika 
sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar 
bebas, asupan narkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai 
akhirnya berhenti total. 
4. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
Narkotika adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi 
apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk 
melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus 
di berikan ialah untuk pengedar sanksinya di penjara selama 10 tahun dan didenda 
sebanyak 500 juta rupiah, tetapi jika pengedar berstatus sebagai Bandar atau 
bosnya maka dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan 
hukuman mati dan didenda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat 
narkoba snaksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta 
rupiah.32 
Secara filisofis pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan 
mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa 
terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan 
narkotika dengan demikian korban yang telah dipidana akan menjadi takut untuk 
                                                            
32 Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotoprika, dan Gangguan jiwa 
(Yogyakarta: Nuha medika, 2013) h. 51 
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mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban akan 
terlindungi Karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika 
sebagai self victimizingvictims adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan 
rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut. 
Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang 
menyalahgunakan narkotika atau psikotoprika terdapat dalam ketentuan pidana 
Bab XV, beberapa ketentuan pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tersebut 
diantaranya adalah33: 
Pasal 111 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 
juta rupiah) dan paling  banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar 
Rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
                                                            
33 Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan 
Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), h.60 
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Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, tau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 113 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 
20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam 
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi5 (lima) 
batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, 
pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjarapaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 
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puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 115 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan milyar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 116 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 117 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar). 
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(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
Pasal 118 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 119 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 120 
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(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
C. Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika 
1. Pengertian Rehabilitasi 
Rehabilitasi adalah pemulihan  kepada kedudukan (keadaan, nama baik) 
yang dahulu atau semula34, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan 
untuk mencari alternatif-alternatif  sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan 
kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta 
teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan 
dari suatu penyakit.35 
Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang 
memilki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi 
menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun 
disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien 
tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien 
                                                            
34 Rahman syamsuddin, Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan (Makassar: 
Alauddin university press, 2013), h. 117 
35 AR. Sujono dkk, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika (Jakarta: Sinar grafika, 2011), h. 74 
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yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya 
pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh Karena itu, psikologi memainkan 
peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat 
penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang 
memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang. 
Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, 
rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam 
keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau 
rusak. 
2. Jenis-jenis rehabilitasi 
Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis 
rehabilitasi yaitu: 
a. Rehabilitasi Medis  
Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu 
untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 
Rehabilitasi medis pacandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang 
ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik 
oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.Selain pengobatan dan perawatan 
melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat 
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diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan 
tradisional.36 
b. Rehabilitasi Sosial 
Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu 
baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan 
narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.37 Bekas pecandu narkotika disini 
ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik 
dan psikis. 
Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan di lembaga 
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi 
sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 
Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif 
yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal 
ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pwngobatan terhadap para pengguna 
narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan 
nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku 
baik dalam kehidupan bermasyarakat.38 
 
                                                            
36 UU no.22 tahun 1997 tentang narkotika 
37 UU no.22 tahun 1997 tentang narkotika 
38http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html 
diakses terakhir tanggal 07 April 2017 pukul 16.00 wita 
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3. Aturan tentang Rehabilitasi 
Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang 
narkotika, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan 
baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.39 
Meskipun demikian Undang-undang ini juga member kesempatan bagi lembaga 
rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 
masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah 
mendapat persetujuan menteri. 
Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang 
no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pengobatan dan perawatan melalui 
rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan 
oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.40 
Optimilsasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d 
yang menyatakan bahwa Undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin 
pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.Tidak hanya itu, lebih jelas lagi 
dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan 
kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan 
                                                            
39  AR. Sujono dkk, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika (Jakarta: Sinar grafika, 2011), h. 116 
40 AR. Sujono dkk, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika (Jakarta: Sinar grafika, 2011), h. 117 
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korban penyalahgunaan narkotika yang divonis hukuman penjara daripada 
rehabilitasi.Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 
tentang Narkotika ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan 
pecandu tersebut untuk direhabilitasi.Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan 
amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rahabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
Bukan hanya Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika saja 
namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi 
ini seperti Sureat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam 
Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor 
Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu 
menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) 
Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima 
wajib lapo (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, 
seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indinesi, Menteri 
Hukum dan Ham Republik Indinesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 
jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian republic Indonesia, kepala 
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 
Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, 
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Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. 
Mengenai prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur 
dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, 
Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses 
penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan 
penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi 
pecandu dan korban penyahgunaan narkotika tidak dapat dikatakan main-main, 
begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat 
rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun 
peraturan yang banyak masih belum bias menjamin akan berjalan lancarnya 
tujuan yang diinginkan tanpa adanya pengawaan dan pengimplementasian yang 
maksimal maka tujuan dibuat tersebut tidak dapat terlaksana. 
4. Tata Cara Pengajuan Rehabilitasi 
a. Pecandu Narkotika  
• Dalam hal Pecandu Narkotika belum cukup umur 
Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 
meleporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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• Dalam hal Pecandu Narkotika sudah cukup umur 
Pecandu narkotika yang sudah cuku umur ajib melaporkan diri atau dilaporkan 
oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.41 
b. Pedoman teknis penaganan pecandu Narkotika da Korban penyalahgunaan 
narkotika yang direhabilitasi 
Pedoman teknis penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi. Pecandu 
narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan 
hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam Peyalahgunaan Narkotika 
yang sedang menjalani proses penyidikan, pnuntutan, dan persidangan di 
pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga 
rehabilitasi. 
Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim 
asesmen Terpadu. 
 
 
                                                            
41Laman web  bnn.go,id,  diakses terakhir tanggal 09 April 2017 pukul 10.14 Wita 
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• Tata Cara Permohonan Rehabilitasi 
Permohonan rehabilitasi dalam pengadilan dilakukan kepada Jaksa (tingkat 
Penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa 
penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen 
Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Jadi, Jaksa 
penuntut umum atau hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu 
melakukan asesmen terhadap terdakwa, dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa 
atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan Rekomendasi Hasil Asesmen.42 
Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman 
teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi 
kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat 
penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon 
asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan 
BNN 11/2014. 
 
 
                                                            
42 Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 
pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan data sekunder 
dan praktik dengan data primer. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian terhadap tinjauan hukum acara rehabilitasi bagi pecandu 
narkotika dilakukan di Polrestabes Makassar, dengan argumentasi bahwa 
pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk 
memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan. 
B. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis 
empiris. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 
C. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Polrestabes Makassar 
dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. 
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1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti wawancara dan Tanya jawab pada 
informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang 
diperoleh. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis menelusuri dan mengumpulakan bahan 
tersebut dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan tehnk pengumpulan data dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, 
orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 
diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang 
bersangkutan.1 
2. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 
secara lisan guna mencapai tujua tertentu, yang terdapat dua pihak yang 
mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa 
                                                            
1 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h.38 
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disebut pewawancara dan pemberi informasi atau biasa dibsebut 
informan.2 
3. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen yang ada di Polrestabes Makassar. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam 
memperoleh bahan hukum, sebagai berikut: 
1. Buku catatan untuk mendukumentasikan hasil analisis data primer dan 
datasekunder yang telahditulissebelumnya di ataskertas; 
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, seperti laptop dan flashdisk, 
untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang telah dikumpul 
baik secara manual maupun secara online. 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan 
baik secara primer maupun sekunder dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya 
diajukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan 
penulisan ini. 
 
                                                            
2 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, h.95 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Upaya Penyidik Kepolisian dalam Penetapan Rehabilitasi bagi Pengguna 
Narkotika 
Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan.1 Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut : 2 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana 
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 
3. Menyuruh berhenti sesorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka 
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan 
suatu tindak pidana 
7. Memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi 
                                                            
1 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana 
2 Lihat Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undag Hukum Acara Pidana 
  
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara 
9. Mengadakan penghentian penyidikan. 
Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika 
merupakan satu perbuatan  pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya 
dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara 
pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah 
tidak selalu menggunakan sarana penal melainkan menggunakan sarana non penal 
misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan 
tanggung jawab sosial warga masyarakat.3 Secara kasar dapat dibedakan bahwa 
upaya penanggulangan kejahatan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat 
represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, 
sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat prevenif 
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.4 Karena 
adanya keharusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang melaporkan diri pada 
instansi penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman 
tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi ini terjadi karena adanya 
perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang 
                                                            
3 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana (LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta 
: 2017), h. 178 
4 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni, Bandung : 1981), h.118 
  
mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan 
tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela namun tidak pantas dikenai 
sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. 
Adapun alasan menentukan depenalisasi terhadap pengguna dan korban narkotika, 
karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapatkan 
perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban 
penyalahgunaan narkotika, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa 
yang telah mereka perbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut 
karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, 
supaya tidak terjerumus dalam keparahan dampak narkotika. 
Tabel 1 
Perkembangan kasus narkotika yang ditangani di Kota Makassar 
NO KESATUAN 2013 2014 2015 2016 
1 POLRESTABES 
MAKASSAR 
184 204 249 278 
Sumber : Polrestabes Makassar 
Dari data diatas narkotika masih merajalela di kota Makassar dan setiap 
tahun menunjukkan frekuensi peningkatan yang cukup signifikan sehingga 
rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini diperlukan untuk memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali ke masyarakat 
seperti sebelum menggunakan narkotika. 
  
Dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib 
lapor bagi pecandu narkotika, pada pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa pecandu 
yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga 
rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam ayat (4) 
ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, 
penuntut umum, dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter. 
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, dapat 
disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya 
terbatas bagi pecandu yang melaporkan diri, namun pengguna, penyalahguna yang 
perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, 
tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani 
perkaranya. 
Dalam hal ada pecandu yang melaporkan diri ke Polrestabes Makassar, 
maka akan diarahkan ke IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dilakukan 
asesmen guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan rehabilitasi. Sedangkan 
bagi tersangka tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan proses penanganan 
dalam jangka waktu 1x24 jam oleh penyidik polrestabes Makassar melakukan 
pemeriksaan/wawancara dengan tersangka, apabila mereka diindikasi sebagai 
pecandu maka dilakukan tindakan asesmen. Untuk pemeriksaan kesehatan 
dilakukan oleh dokter, selanjutnya dari hasil asesmen mereka diberi rekomendasi 
untuk direhabilitasi. 
  
Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim hukum dan Tim dokter yang 
seharusnya kedua tim itu melakukan asesmen secara bersama-sama terhadap 
seorang pecandu. Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari Tim Dokter yang meliputi 
dokter dan psikolog dan Tim Hukum yang terdiri dari unsure Polri, BNN, 
Kejaksaan dan Kemenkumham. Namun, yang tes asesmen hanya dilakukan oleh 
penyidik, BNN Kabupaten/Kota dan dokter saja. Untuk instansi lain seperti 
Kejaksaan Negeri Makassar, Kementrian Hukum dan HAM diberi laporan 
mengenai tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sedangkan BNN 
Kabupaten/Kota dilibatkan dalam asesmen ini karena untuk perkara-perkara 
narkotika penyidik Polri harus melakukan koordinasi dengan BNN dan biaya 
untuk melakukan tindakan asesmen ditanggung oleh BNN. 
Tim Asesmen Terpadu ini mempunyai kewenangan : 5 
1. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang 
ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika, pecandu narkotika, atau pengedar narkotika. 
2. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai 
dengan jenis kandungan yang dikomsumsi, situasi dan kondisi ketika 
ditangkap pada tempat kejadian perkara. 
                                                            
5 Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan 
Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), h.340 
  
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu 
narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud 
pada angka 2. 
Dari hasil pemeriksaan tersebut terhadap tersangka kemudian dilakukan 
pemeriksaan oleh penyidik kepolisian untuk menetapkan rehabilitasi bagi 
pengguna Narkotika di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah bagi pengguna narkotika yang melaporkan diri dan bagi 
pengguna Narkotika yang tertangkap tangan di Lembaga Rehabilitasi yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. 
Tabel 2 
Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kota Makassar 
NO INSTANSI ALAMAT 
1 RSK Dadi Makassar Jl. Lanto Dg. Pasewang No.34 Makassar 
2 RSUP dr. Wahidin Sudiro 
Husodo 
Jl. Perintis Kemerdekaan Pintu II 
UNHAS 
3 Puskesmas Kasikasi Jl. Tamalate I No.43 Makassar 
4 Puskesmas Jumpandang Baru Jl. Ade Irma Nasution Makassar 
5 Puskesmas Jongaya Jl. Andi Tonro No.70A Makassar 
6 RS Bhayangkara Mappa 
Oudang Makassar 
Jl. Letjen Pol. Andi Mappa Oudang 
No.63 Makassar 
7 Klinik Utama “Balai 
Rehabilitasi Baddoka” 
Jl. Batara Bira, Pai, Biring Kanaya 
Makassar, Sulawesi Selatan 90243 
8 Klinik Partama Rawat Jalan 
“Adi Pradana BNNP Sulsel” 
Jl. Manunggal 2, Maccini Sombala, 
Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi 
  
Selatan 
9 YKP2N Jl. Adhyaksa Raya No. 11, Makassar 
10 Yayasan Doulus Perwakilan 
Makassar 
BTN Tonasa Jl. Raci Centre I Blok 
AA/3 Karampuang Makassar 
Sumber : Polrestabes Makassar 
Berdasarkan data dari Polrestabes Makasar didapatkan pula jumlah 
pemakaian dalam 1 (satu) hari bagi pengguna narkotika yang tertangkap tangan 
agar dapat diajukan asesmen terpadu untuk ditempatkan di Lembaga rehablitasi. 
Tabel 3 
Barang bukti yang dibawa ketika pecandu narkotika tertangkap tangan 
dalam 1 (satu) hari pemakaian 
NO Jenis Narkotika Jumlah Narkotika yang dibawa 
1 Metamphetamine (shabu) 1 gram 
2 MDMA (ekstasi) 2,4 gram 
3 Heroin 1,8 gram 
4 Kokain 1,8 gram 
5 Ganja 5 gram 
6 Daun Koka 5 gram 
7 Meskalin 5 gram 
8 Psilosybin 3 gram 
9 LSD (d-lysorgic acid dietylamine) 2 gram 
10 PCP (Phencyclidine) 3 gram 
11 Fentanil 1 gram 
12 Metadon 0,5 gram 
13 Morfin 1,8 gram 
14 Petidin 0,96 gram 
  
15 Kodein 72 gram 
16 Bufrenorfin 32 gram 
Sumber : Polrestabes Makassar 
Batasan penggunaan dalam 1 (satu) hari diatas adalah jumlah maksimal 
untuk pengguna Narkotika yang tertangkap tangan untuk ditetapkan oleh penyidik 
kepolisian agar dapat di rehabilitasi. Adapun tempat Rehabilitasi bagi pengguna 
atau pecandu narkotika yang tertangkap atau tertangkap tangan. 
Tabel 4 
Lembaga Rehabilitasi Bagi Pengguna atau Pecandu Narkotika yang 
tertangkap tangan di Kota Makassar 
No Instansi Alamat 
1 Balai Rehabilitasi BNN Baddoka 
Makassar 
Jl. Batara Bira, Pai, Biring Kanaya 
Makassar, Sulawesi Selatan 90243 
2 Klinik Adi Pradana BNNP Sulsel Jl. Manunggal 2, Maccini Sombala, 
Tamalate, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan 
3 YKP2N Jl. Adhyaksa Raya No. 11, 
Makassar 
4 RSK Dadi Sulsel Jl. Lanto Dg. Pasewang No.34 
Makassar 
5 Yayasan Doulus Perwakilan 
Makassar 
BTN Tonasa Jl. Raci Centre I Blok 
AA/3 Karampuang Makassar 
6 LRSI Makassar Daya, Biring Kanaya, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan 90241 
Sumber : Polrestabes Makassar 
  
Tindakan penyidik memberi kesempatan merehabilitasi pengguna narkotika 
didasarkan pada Peraturan Bersama 7 Lembaga, yang terdiri dari Ketua 
Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri 
Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 
01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 
Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: 
PERBER/01/III/2014/BNN, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) serta surat 
telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi (Kapolri) Nomor 
STR/701/VII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014. Ketentuan tersebut pada prinsipnya 
menyebutkan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
dapat direhabilitasi, yaitu mereka yang merupakan pecandu dan korban 
penyalahgunaan narkotika yang dalam Peraturan Bersama Pasal 4 Ayat (1) 
ditegaskan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti, 
namun dari hasil tes urine, darah, rambut dinyatakan positif menggunakan 
narkotika dan mereka yang dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan sebagai pecandu 
dan korban yang ditangkap dengan barang bukti dalam jumlah tertentu dengan 
artau tidak memakai narkotika sesuai dengan hasil tes urine, rambut, darah atau 
DNA, selama perkaranya dalam proses peradilan, dalam jangka waktu tertentu 
dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi, setelah dibuatkan Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan 
dilengkapi Surat Hasil Asesmen Terpadu. 
  
Dalam wawancara dengan Diari Astetika, Kepala Kesatuan Reserse Narkoba 
Polrestabes Makassar pada tanggal 22 Mei 2017 : 6 
“ Penyidik Polrestabes Makassar hanya memberi kesempatan rehabilitasi 
pada tersangka pecandu narkotika di Kota Makassar dengan barang bukti dan 
batasan pemakaian maksimal sesuai jumlah yang telah di tentukan. Apabila 
barang bukti yang dibawa tersangka lebih dari jumlah yang telah di tentukan, 
penyidik Polrestabes Makassar tidak memberi rekomendasi untuk dilakukan tes 
asesmen.” 
Ketentuan ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 
Indonesi Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban 
penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan 
Rehabilitasi sosial. Sebenarnya SEMA tersebut ditujukan sebagai petunjuk hakim 
ketika akan menjatuhkan putusan berupa tindakan rehabilitasi bagi pecandu, 
korban yang tertangkap tangan maupun dengan barang bukti pemakaian dalam 
satu hari sesuai yang telah di tentukan pada tabel 3. 
Dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Bersama, terhadap pecandu dan korban 
penyalahguna narkotika sebagai tersangka, terdakwa yang ditangkap dengan 
barang bukti melebihi jumlah yang telah ditentukan dan positif menggunakan 
narkotika dari hasil pemeriksaan medis dengan Berita Acara Pemeriksaan 
Penyidik, hasil asesmen tetap ditahan dan dapat diberikan pengobatan dalam 
rangka rehabilitasi. Batasan ketentuan jumlah narkotika yang menjadi barang 
bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa perbuatan memiliki, 
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menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, 
apabila beratnya melebihi jumlah yang telah di tentukan, ancaman pidana bagi 
pelaku yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
tahun dan denda maksimum 8 milyar ditambah 1/3. Namun aturan tersebut 
ditujukan bagi orang yang menyimpan, memiliki, dan menguasai, bukan pecandu 
atau penyalahguna narkotika. Dari aturan tersebut, bisa dilihat betapa berat 
ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dengan 
membawa barang bukti melebihi jumlah yang telah ditentukan pada tabel 3. 
Tindakan yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polrestabes Makassar 
terhadap pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan bukti pemakaian 
lebih dari yang ditentukan dalam sehari, dengan tidak memberi rekomendasi 
asesmen sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi, seperti yang ditentukan 
dalam Pasal 4 Ayat (4) dapat dikatakan sebagai suatu tindakan hati-hati. 
Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 701 Tahun 2014, ditentukan bahwa 
permohonan pecandu rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang berstatus tersangka 
harus diajukan secara tertulis oleh tersangka atau pihak keluarga atau penasehat 
hukum kepada penyidik.  
Namun berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polrestabes Makassar pada 
tanggal 22 Mei 2017 :7 
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Makassar pada 22 Mei 2017 
 
  
“ Tindakan penyidik untuk melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika 
merupakan inisiatif penyidik sementara permintaan dari tersangka atau kuasa 
hukum belum pernah ada.” 
 Tindakan yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polrestabes Makassar 
dengan berinisiatif untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika sudah 
sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan 
Bersama sehingga tidak perlu menunggu permohonan dari tersangka karena 
belum tentu aturan-aturan yang memberi kesempatan rehabilitasi bagi pecandu 
tersebut diketahui oleh masyarakat. 
B. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam menetapkan Rehabilitasi bagi 
Pengguna Narkotika 
Semakin hari korban penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, para 
korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan 
kelas atas, dan berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai yang sudah 
tua. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus-menerus, bukan tidak mungkin akan 
menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari. 
Dalam pasal 127 ayat (3) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
disebutkan bahwa dalam hal Penyalahguna yang dapat dibuktian atau terbukti 
sebagai korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. Sementara itu Dalam hal ada pecandu yang melaporkan diri ke 
Polrestabes Makassar, maka akan diarahkan ke IPWL yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk dilakukan asesmen guna menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan rehabilitasi. Sedangkan bagi tersangka tindak pidana narkotika yang 
  
tertangkap tangan proses penanganan dalam jangka waktu 1x24 jam oleh penyidik 
polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan/wawancara dengan tersangka, 
apabila mereka diindikasi sebagai pecandu maka dilakukan tindakan asesmen. 
Untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter, selanjutnya dari hasil 
asesmen mereka diberi rekomendasi untuk direhabilitasi. 
Dalam penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika masih terdapat 
beberapa kendala seperti kadang pengguna narkotika baru memikirkan tentang 
rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum. 
Sehingga di harapkan oleh penyidik kepolisan agar para pengguna narkotika 
untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Namun berdasarkan 
wawancara dengan penyidik kepolisian pada tanggal 22 Mei 2017, beberapa 
kendala yang dihadapi dalam menetapkan rehabilitasi yaitu : 8 
1.Kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yeng telah 
cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke 
IPWL atau dilaporkan oleh keluarga apabila pengguna narkotika belum 
cukup umur. 
2.Takutnya para orang tua atau keluarga pengguna narkotika akan rusaknya 
pencitraan mereka apabila diketahui anak atau anggota keluarganya adalah 
pengguna narkotika sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri. 
3.Masih banyaknya masyarakat yang tidak menegtahui bahwa rehabilitasi 
bagi pengguna narkotika ini sermua biayanya ditanggung oleh 
pemerintah/gratis. 
4.Batas waktu penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah 
pengguna narkotika akan diajukan untuk tes asesmen sehingga kurang 
memperhatikan ilmu kedokteran forensik dan kriminalistik yang dapat 
secara akurat membuktikan ada atau tidaknya kandungan zat-zat 
berbahaya pada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga setelah 1x24 jam 
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 Wawancara dengan Diari Astetika, Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polrestabes 
Makassar pada 22 Mei 2017 
  
tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain 
yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti, karena yang 
diberlakukan adalah asas praduga tak bersalah sebagai upaya untuk 
menjamin hak asasi manusia. 
Itulah alasan utama yang menjadi hambatan penyidik kepolisian dalam 
menetapkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, 
maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1.Pecandu narkotika yang melporkan diri secara sukarela, akan diarahkan ke 
IPWL untuk dilakukan asesmen guna menentukan dapat atau tidaknya 
direhabilitasi. Sementara itu untuk pengguna narkotika yang tertangkap 
dengan barang bukti atau batasan pemakaian maksimal yang telah 
ditentukan juga akan diajukan tes asesmen terpadu untuk dapat 
direhabilitasi. 
2.Hambatan penyidik kepolisian dalam menetapkan rehabilitasi bagi 
pengguna narkotika yaitu kurangnya kesadaran atau kerelaan 
penyalahguna narkotika yeng telah cukup umur untuk melaporkan diri ke 
kepolisian untuk diarahkan ke IPWL atau dilaporkan oleh keluarga apabila 
pengguna narkotika belum cukup umur, takutnya para orang tua atau 
keluarga pengguna narkotika akan rusaknya pencitraan mereka apabila 
diketahui anak atau anggota keluarganya adalah pengguna narkotika 
sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri, masih banyaknya 
masyarakat yang tidak menegtahui bahwa rehabilitasi bagi pengguna 
narkotika ini sermua biayanya ditanggung oleh pemerintah/gratis, dan 
batas waktu penangkapan yang hanya 1x24 jam untuk menentukan apakah 
pengguna narkotika akan diajukan untuk tes asesmen sehingga kurang 
memperhatikan ilmu kedokteran forensik dan kriminalistik yang dapat 
secara akurat membuktikan ada atau tidaknya kandungan zat-zat 
berbahaya pada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga setelah 1x24 jam 
tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain 
yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti, karena yang 
diberlakukan adalah asas praduga tak bersalah sebagai upaya untuk 
menjamin hak asasi manusia. 
B. Implikasi 
Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis juga 
akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, 
yaitu : 
1.Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar para pengguna narkotika secara 
sukarela melaporkan dirinya ke kepolisian untuk ditempatkan di IPWL.  
2.Terkait batas waktu penangkapan terhadap tindak pidana narkotika perlu 
dilakukan perubahan agar agar dapat didapatkan data yang akurat sebelum 
menempatkan pengguna narkotika yang tertangkap tangan di Lembaga 
rehabilitasi 
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